BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbélmg: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 9 Peraturan

Menginga:t .

Daerah Nomor 6 Tahun 2016° tentang

' Pertahggdngiawaban' Pelaksa_naan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Bupati

menetapkan  peraturan  kepala® daerah  tentang

~ penjabaran . pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD

sebagai rincian lebih lénjut dari . pertanggungjawaban

- pelaksanaan APBD,;

bahwa berdasarkan = pertimbangan sebagaimana

* dimaksud pada huruf . a, perlu membentuk Peraturan

Bupati tentang Penjabafén " Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2015;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun ~ 1959 tentang

Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

-



.2.

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822); |

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih ‘dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negafa Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47,; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286); -
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negafa_ Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, T,émbé.han Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355)}
Undang-Undang Nomor 15 Tai'iun 2004 tentang
- Pemeriksaan Pengelolé.an dan - Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara 'Republik Indonesia
 Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 ‘Tahun 2004 “tentang Sistem
. Perencanaan Pembangunan Nasionél (Lémba.ran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
- Lembaran'Negara Republilk.'lndonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun . 2004 tentang
- Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah. = (Lembaran Negara Republik
'Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);’

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Repﬁblik Indonesia, Tahun 2011
"Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234); .
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tehtang
Pemerintahan Daerah ' (Lembaran . Négara Republik
Indonesia Tah.un 2015 Nomor 58, ~Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun .1979 tentang
Pemindahan Ibukota Kab'upaten " Daerah Tingkat II

Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara

4 Republik = Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambéhan

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3147);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan . dan

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416), sehagaimana telah diubah untuk keﬁga kaiinya

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 -Tahun 2007

. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 47, Tambahan 7 Lembaran Negara . Republik

- Indonesia Nomor 4712);
12,
' Pinjaman Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara

'Republik Indonesia Nomor 4574);
13.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara' Republik Indonesia

.Tahun' 2005 - Nomor 137,.‘ Tambahan . Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575); '
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14.

15.

16.

17.

18.

-4.-

Peraturan Pemerintah Nomor 56 .Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia; Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tah}in 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi’ Pemen'ntah
(Lembaran .Negara Republik Indonesia .Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembara'n' Negara Republik
Indonesia Nomor 4614); | ‘ '
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pefnerintahan, -(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); -
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengélolaan ) ketiangan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

" tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

20.

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah,;

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11

- Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Peflgelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun

2006 Nomor 4 Seri E);
21.
.7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan

Peraturan Daerah Kab_upaten . Gorontalo Nomor

Belanja  Daerah  Tahun Anggarah 2015 (Lembaran

- Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2014 Nomor 7);
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Menetapkan. :
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun
2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan' dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 12015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun

2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ‘Kabupaten Gorontalo
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten

. Gorontale Tahun 2016 Nomor 5); | |

24. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor .35 Tahun 2014
tentang Penjeibaran Anggaran Pendapaéan dan Belanja
Daerah  Tahun  Anggaran 20 15 (Berita  Daerah
Kabupaten Gorontalo Tahun 2014 Nomor 35);

25. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor ; 25 Tahun 2015
tentang Penjabaran Perubahan Ariggaran Pendapatan
dan . Belanja Daerah =~ Tahun Anggaran 2015 (Berita
Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun ;20 15 -Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI * TENTANG . . PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN ~ PELAKSANAAN  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2015. N

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2015 terdiri

dari: - ' |

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. " 113.221.503.035,67
'b. Dana Perimbangan Rp. 1728.929.737.398,00
c. Lain-lain Pendapatan yaﬁg sah Rp. 250:918.982.953,00

Jumlah Pendapatan Rp. 1.093.070.223.386,67
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l 2. Belanja
| a. Belanja Tidak Langsung _,
1) Belanja Pegawai Rp. 682.045.877.416,00
| 2) Belanja Bunga ' Rp. : 0,00
. ©~ 3) Belanja Subsidi Rp. 0,00
4) Belanja Hibah Rp. 537.146.651.175,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp..~ 24.100.122.650,00
6) Belanja Bagi Hasil' Rp. 1.467.490.240,00
E 7) Belanja Bantuan KeuanganRp. ;118.385.508.351,00
| . 8) Belanja Tak Terduga Rp.  368.605.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 682.045.877.416,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai | Rp. .- 70.990.669.660,00
2) Belanja Barang danJasa Rp. 170.133.982.189,45
3) Belanja Modal ' Rp. 192.553.381.369,00

Jumlah Belanja Langsung Rp. 433.678.033.218,45

Total Jumlah Belanja - Rp. 1.115.723.910.634.45
Surplus / (Defisit) Rp. . (22.653.687.247,78)

3..Pembiayaan , ) .
¢ ' ‘a. Penerimaan " Rp. 127.849.585.067,44
b. Pengeluaran Rp. , 0,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 127.849.585.067,44
Sisa lebih pembiayaan anggaran - o
tahun (2015) Rp. . 105.195.897.819,66

Pasal 2 oo
Ringkasan laporan realisasi anggairan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I'Peraturan ini.
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Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran

laporan realisasi anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal
4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada  tanggal

diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 18 Juli 2016
o

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 18 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

—

JAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 15



